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ABSTRAK

Perjanjian yang dilakukan antara pihak an. Srihayati dan an. Linda musnita,
yaitu perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan berdasarkan surat
pernyataan yang menyatakan adanya perjanjian antara.para pihak. Dengan adanya
perjanjian tersebut tidak terdapatnya aktaKhusus perjanjian serta saksi yang
menyaksikan adanya perjanjian pinjam meminjam yang terjadi, sehingga mereka
mengandalkan rasa saling percaya.

Permasalahan pokok vwyang penulis teliti dalam penelitian ini adalah
1)Bagaimanakah kedudukan.surat pernyataan peminjaman uang sebagai perjanjian
menurut Kitab Undang <xUndang Hukum Perdata?' 2)Bagaimanakah kedudukan surat
pernyataan peminjaman uang sebagai alat bukti menurut Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata?

Penelitian 11 tergolong dalam penelitian yuridis-normatif ,sedangkan sifat
dari penelitian-ini adalah deskriptif yang mana mengungkapkan peraturan — peraturan
yang berkaitan® dengan teori hukum sebagai objek dengan implementasinya di
masyarakat. Yang selanjutnya penulis mengunakan data dan sumber data dari bahan
hukum primer yang di jadikan contoh serta bahan hukum sekunder yang merupakan
buku dan pendapat ahli kemudian dilengkapi dengan artikel-artikel.dengan penarikan
kesimpulan deduktif.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa: 1) kedudukan suatu surat pernyataan
yang di buat dalam perjanjian pinjam meminjam uang dapat memiliki kedudukan
yang sah sebagai bentuk tertulis dalam adanya suatu perjanjian yang dilakukan,
dikarenakan suatu perjanjian-memiliki kedudukan yang sah asal memenuhi keabsahan
suatu syarat sah yang dijelaskan 'dalam:Kitab.Undang —Undang Hukum Perdata Pasal
1320. 2) suatu surat pernyataan memiliki kedudukan sebagai alat bukti dalam
perjanjian pinjam meminjam uang yang terjadi jika keberadaan pernyataan para pihak
yang dituangkan, dapat diyakinkan ke aslianya dan para pthak yang bersangkutan
mengakui adanya 'hal yang jadi tersebut sehingga surat pernyataan tersebut dapat
dijadikan dokumen bukti dengan di tambah alat bukti pendukung lainnya seperti :
saksi,pengakuan,prasangka dan sumpah Pasal 1866 Kitab Undang —Undang Hukum
Perdata.

Kata Kunci : Surat Pernyataan , Perjanjian Pinjam Meminjam, Alat Bukti



ABSTRACT

An agreement made between the parties. Srihayati and an. Linda musnita,
namely a money-borrowing agreement made based on a statement letter stating the
existence of an agreement.between the parties. With.the:agreement, there is no special
deed of agreement and witnesses.who witnessed the existence of a loan agreement
that occurred; so they.rely on mutual trust.

The main problems that the author examines in this research are 1) What is
the position of the statement letter for borrowing money as an agreement according to
the Civil Code? 2) What .is.the position of the'statément letter for borrowing money
as evidence according te'the Civil Code?

This research is classified as juridical-normative research, while the nature of
this research is descriptive which reveals regulations related to legal theory as objects
with their implementation in society. Furthermore, the authers use data and data
sources from primary legal materials that are used as examples and secondary legal
materials which are books and expert opinions and then supplemented with articles.
With deductive conclusions drawn.

The results of this analysis indicate that: 1) the position of a statement made in
a loan agreement can have a.legal position as.a. written form in the existence of an
agreement, because an agreement has a legal position as long as it fulfills the validity
of a legal requirement described in the Civil Code Article 1320. 2) a statement letter
has the position as evidenee 1n a money-borrowing agreement that occurs if the
existence of a statement by the parties) statedcan be confirmed as genuine and the
parties concerned acknowledge the existence of the said matter. so that the statement
letter can be used as an evidence document by adding other supporting evidence such
as: witnesses, confessions, prejudices and oaths of Article 1866 of the Civil Code.

Keywords: Statement Letter, Borrowing Agreement, Evidence
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antar manusia dengan manusia lainya yang saling membutuhkan. Perjanjian hadir
dalam hubungan manusia dikarenakan adanya kepentingan di masing — masing

pihak yang melakukan negosiasi untuk membuat suatu tujuan dalam perjanjian yang

dikenal sebagai kesepakatan.
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Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan, artinya berusaha mencari titik
terang kepentingan semua pihak agar dapat mengikatkan diri pada kesepakatan yang

diinginkan. Oleh karena itu, mereka melibatkan segala sesuatu yang dibutuhkan

tujuannya

bentuk tulis

Jika perjanjian tersebut meme nuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata,
maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah.(Muhammad,
1992). Jika seseorang mencapai kesepakatan, ia harus memenuhi persyaratan

hukum yang ketentuannya pada pasal 1320, kemudian jika kesepakatan tidak



tercapai, kesepakatan tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah menurut
undang-undang. Untuk itu setiap perjanjian yang dilakukan baik perorangan

maupun individu maka harus berdasarkan aturan dan ketentuan syarat sah perjanjian

kum yaitu para

hukum yang 1 janji 3 lkan akibat hukum

berupa hak

iy disay yejepe il udwnyo(]
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perikatan . Sementara itu “perikate ar1 kata dasar “ikat” yang diberi imbuhan
per-an,di definisikan sebagai suatu pertalian dan atau perhubungan. Pertalian dan

atau perhubungan itu tentunya terjadi karena adanya 2 (pihak) atau lebih pada pada

sisi yang berbeda. (Abd.Thalib, 2005)



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Istilah perikatan adalah terjemahan dari istilah Verbitenis yang dalam bahasa
Belanda, Verbintenis berasal dari kata kerja Verbinden artinya mengikat. Maka

istilah Verbintenis menunjukkan adanya sesuatu ikatan (perikatan) atas suatu

didukung S er lai al vat sai persetujuan karena

di dalamnya harus terc rsc ujuan .‘ )i 3, benar bahwa sebagian

diberbagai kalangan guna meme cbutuhan hidup atau keluarga. Perjanjian
pinjam - meminjam atau biasa disebut perjanjian hutang - piutang diartikan dalam

kamus bahasa Indonesia sebagai: Piutang adalah uang yang dipinjaman (yang dapat

diambil dari seseorang).
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Perjanjian hutang - piutang tersebut termasuk dalam jenis perjanjian pinjaman
yang diatur dalam Bab Ke Tiga Belas Buku Ke Tiga KUH Perdata.(Gatot

Supramono, 2013). Dalam ketentuan pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan *

itu membutuhkan pernyataan da a tangan masing — masing pihak yang
membuat pernyataan peminjaman atau disebut hutang piutang. Surat pengakuan

utang atau peminjaman ini atau surat pernyataan ini dibuat oleh pihak berhutang

setelah perjanjian pokok dibuat sebagai kelengkapan dokumen dalam perjanjian.
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Namun di sebagian masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian hanya
menggunakan surat pernyataan yang terdapat tanda tangan dari yang bersangkutan.

Sedangkan pada dasarnya surat pernyataan hutang piutang menjadi dokumen

tandatangan k I jelas i surat pernyataan.

Surat pe ngan fungsi untuk

menjelaska suai dengan yang

dituliskan ingin dibuat maka

pernyataannya tersebut.

Pada sebuah perjanjian, Pihak yang mengajukan permintaan disebut debitur

atau si berutang, dan pihak yang memenuhi permintaan disebut kreditur atau si ber-
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piuang. Hubungan pihak tersebut merupakan hubungan hukum, artinya hak kreditur

dilindungi undang-undang. (Subekti,2004)

Sehingga dengan. dibuatnya surat pernyataan peminjaman uang atau hutang -

AN peminjaman

uang a ‘ T g i : : emahami cara

apat tanda tangan

para pihak deng jua k - adi VI : , akta ialah surat

para pihak.”

Yang mana pembagian alat bukti tertulis, surat ini dapat dibagi menjadi dua

(dua) tafsir, yaitu:
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1. Surat adalah akta,

2. Surat yang bukan akta.

pihak yang berjanji harus hadir ke hadapan pejabatan berwenang dalam

membuat akta perjanjian dan sedangkan kebenaran materil yaitu isi

perjanjian sesuai dengan yang dituangkan pada akta perjanjian tersebut.
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2. Akta di Bawah Tangan

Akta yang dilakukan dan ditandatangani hanya oleh pihak yang membuat

perjanjian tampa partisipasi pejabat berwenang seperti halnya perjanjian

sehingga dalam kenyataan setelah perjanjian berjalan pihak debitur wanpretasi atau
tidak mengakui utang nya. Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam - meminjam
atau hutang - piutang pihak kreditur sangat percaya kepada debitur sehingga

perjanjian sering kali tidak membuat surat perjanjian yang sah atau secara akta



otentik di hadapan notaris. Hal itu mengakibatkan pihak debitur tidak konsekuen
atas perjanjian mereka sebelumnya yang telah ditentukan atau tidak mampu

memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

antara

an ketika terjadi

iy disay yejepe il udwnyo(]
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menganggap bahwa notaris In sta adalah pejabat publik yang berhak

memberikan keterangan atau mengesahkan fakta tersebut.(Supramono, 2013)

10
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Berdasasarkan penjelasan latar belakang di atas terkait adanya perjanjian
yang dibuat hanya dengan surat pernyataan, untuk itu penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul :

1. Untuk dapat mengetahui kedudukan surat pernyataan peminjaman uang

sebagai perjanjian menurut Kitab Undang — Undang Hukum Perdata.

2. Untuk dapat mengetahui kedudukan surat pernyataan yang dijadikan

sebuah alat bukti dalam perjanjian.

11
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Selain ada tujuan dalam penelitian juga terdapat manfaat penelitian sebagai

berikut :

1. Penelitiansini untuk menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

1. Adanya para pihak ( subjek hukum ).

2. Terdapat persetujuan para pihak yang melakukan perjanjian.

3. Adanya suatu tujuan yang dicapai.

12
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4. Adanya hal yang dapat di implementasikan.

5. Dapat berbentuk lisan ataupun tulisan.

yakni Pasal 1320

KUH Per a 1 suaty anjia a syarat — syarat

2. Kecakapan dalam

Kecapakan yang dimaksud ialah mampu secara hukum mengikatkan
diri dalam suatu kesepakatan atau tindakan hukum. Orang yang dapat
dianggap kompeten secara hukum ialah yang sudah umur 21 tahun

ataupun yang telah menikah meskipun mereka belum berusia 21
13
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tahun. Maka dari itu kecapakan diukur dari usia nya atau seudah
menikah nya seseorang. Untuk itu orang yang belum atau masih di

bawah 21 tahun atau belum menikah ataupun masih dibilang dalam

dalam perjanjian

dapat dilakukan

Dalam pasal 1320 KUH Perdata sangat erat dengan asas kebebasan kontrak
serta asas kekuatan mengikat yang ada dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “

semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-un dang bagi

mereka yang membuatnya”. (Rahdiansyah, 2018)

14
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Sebuah perjanjian harus memperhatikan asas — asas dalam perjanjian karena

asas ini bersifat abstrak dengan peraturan yang konkrit yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

2. Asas konsesualisme

Hal ini tertuang dalam KUH Perdata pasal 1320 ayat (1) yaitu
validasi perjanjian terdapat kesepakatan dari kedua pihak yang di

mana biasanya tidak dilakukan secara formal atau baku. Mereka

15
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melakukannya sesuai dengan kemauan dan kebutuhan yang tertuang

dalam perjanjian tersebut.

3. Asas kepastian hukum ( Pacta Sunt Servanda )

rbunyi : “ Suatu

k. Maksudnya ialah

membuat perjanjian karena adanya pentingan dirinya. Di dalam pasal
1315 KUH Perdata “ Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat
diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari

pada untuk dirinya sendiri”. Dan sedangkan dalam pasal 1340 KUH

16



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perdata dijelaskan “ Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak —

pihak yang membuatnya”.

“ Pinjam -meninjam ialah perjanjian demgan mana pihak yang satu

ian utang piutang
perjanjian utang
piutang, ditegaskan pada
bagian p uangnya. Dalam
praktik yang sebenarnya

it’, seperti perjanjian

wanprestasi. Terjadinya wanprte atau disebut cidera janji adalah tidak
terlaksanakannya kesepakatan yang ditentukan sehingga menyebabkan kreditur

tidak memperoleh apa yang di perjanjikan oleh para pihak. (J.Satrio, 1995)

17



Wanpretasi yang terjadi karena adanya hal — hal yang menjadi penghalang
dalam melakukan prestasi. Tidak terlaksananya kewajiban disebabkan dikarenakan

yaitu : (Sofwan, 1980)

= force majeur,

A

pua

&

ﬂ yang dicontohkan
Ipre

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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2. Teori alat bukti

Alat bukti ( bewijsmidde ) bermacam — macam bentuk dan jenis, yang

mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang

18
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diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan

gugatan atau dalil bantahan. (Chandera, 2002)

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum.Perdata menerangkan lima alat

sebagaimana yang diatur dala Jndang-Undang Hukum Perdata dan agar
memberikan kekuatan hukum untuk menjamim hak hak yang dimiliki

seseorang.

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tertulis

atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang
19
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dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis

dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan

berperkara mengajukan alat bukti di luar ketentuan yang ada di dalam undang-
undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam

penyelesaian perkara. (Harahap, 2012)

20
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Pihak-pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan,
masing-masing mempunyai kewajiban untuk mebuktikan kebenaran atas apa

yang didalilkan, sesuai dengan isi pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement

~ 7

&l,' n haknya sendiri

yang pada saat ini

s dibuktikan adalah

peristiwa yang menuju pada kebe yang relevan menurut hukum. (Chandera,

2002)

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahan skripsi

penulis :

21
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Bagus Noor Setiawan, 2015, Kekuatan Mengikatnya Pembuktian Akta Di
Bawah Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan

Negeri Surakarta). Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat untuk

‘ . mengikat tanpa bantuan
L) al

i ‘ﬁ a perdata bahwa
=)

atan mengikat

Piutang Yang Dibt erjanjian merupakan suatu hal

0
Sy,
yang di sepakati oleh kedue ang mempunyai tujuan berbeda-beda
dari masing-masing pihak itu sendiri. Akta dibawah tangan dalah akta yang
dibuat oleh para pihak itu sendiri tanpa adanya campur tangan notaris. Hasil
pembahasan dalam skripsi ini ialah : (1) Kekuatan hukum surat perjanjian hutang

piutang yang dibuat dibawah tangan merupakan alat bukti surat yang berupa akta

22
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yang dibuat dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan sah sesuai dengan ketentuan dan syarat perjanjian dalam undang-undang,

perjanjian tersebut mengikat para pihak yaitu kreditur dan debitur ; (2).

NN

..a\fa\'ah\‘

-
=
(¢}
S
=3
“.
S
B
=4
%
—
£
=N

a. Kedudukan adalah suatu ¢ menjadi dasar suatu hal dilakukan.

b. Surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan seseorang atau lebih
dengan tujuan menujukan keadaan atau situati atas kepentingan mereka

yang membuat.
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c. Peminjaman uang adalah suatu tindakan memperoleh benda berupa uang
sebagai alat tukar yang bernilai dengan tujuan tertentu serta terdapat batas

waktu yang tentukan.

:;.
,
g

q
2
o
w2
@
8

<
o
%
&
o
=8
5
g

1;3\'3‘;\‘%\1‘

mempelajari tentang kedudukan surat pernyataan peminjaman uang sebagai
perjanjian menurut Kitab Undang — Undang Hukum Perdata dengan keadaan
yang berlaku dalam perilaku masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya, Penelitian

ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu mengungkap peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek
24



penelitian. Begitu pula hubungan antara implementasinya di masyarakat dengan

objek penelitian. (Ali, 2018)

2. Data dan Sumber Data

nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
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3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan pertama ialah mengambil
data dari bahan hukum primer berupa surat pernyataan yang berkaitan dalam

penelitian yang kemudian dipahami dan dipelajari hal — hal yang menjadi

25
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pokok permasalahan. Lalu membandingkan dengan konsep — konsep yang ada
dalam bahan hukum sekunder yaitu berupa buku — buku dan literatur lainnya.

Dan kemudian data tersebut dipembahasan dengan teori — teori yang berkaitan

dang, Kitab Undang —

N} TESSS M) '9@
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BABII

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

atu perikatan
~
ﬁ maupun karena
ﬁ . ..
= perjanjian dalam
=
o O Hukum Perdata
= 3
B =
=T
- E Belanda yakni
E. ; akan juga beberapa
= 5
o =
z =
== .
-, Indonesia
B 7
— B . verbintenis dan perjanjian
7
& =
= o
=~}
=

persetujuan. (R.Soeroso, 2010)

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pendapat bahwa perjanjian dan
kontrak ialah istilah yang sama. Ia juga menuturkan bahwa istilah dari kontrak

ialah istilah serapan dari kosa kata bahasa inggris, contract, yakni suatu istilah
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yang merujuk pada kesepakatan, yang berbentuk tertulis maupun tidak dan
yang dibuat oleh dua orang dua orang atau lebih guna mengatur ikatan dan

materi ikatan komersial diantara mereka. (Putra, 2011) Sementara istilah

alam pelaksanaanya
iki kekuatan hukum

ini R. Subekti

.- Q rsch yang dinamakan perikatan.
R A\ \ g

Perjanjian ini natu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya,perjanjian ini berupa suatu rangkaian

perikatan yang mengandung janji — janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis.”
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Menurut pendapat yang di kemukakan oleh J.Satripo, perjanjian yaitu :

(satrio, 1995)

dipergunakannya jata perbuatan melawan hukum. Beliau memebrikan definisi

tersebut : (Setiawan, 2000)
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1. “Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313

Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian
adalah merupakan sumber dari perikatan dan dari perikatan itu mempunyai
cakupan yang lebih luas dari pada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri

diatur dalam Buku III KUHPerdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu

perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.
30
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Berdasarkan beberapa rumusan pengertian perjanjian yang diuraikan

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung beberapa unsur

unsur sebagain berikut : (Prodjodikoro, 1993)

dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebutlah suatu tujuan
ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri mupun oleh pihak
lain yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian

tersebut.
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4. Adanya prestasi yang dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban

tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan.

para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan yang satu dan
atas beban pihak yang lain atau timbal baik dengan mengindahkan ketentuan

perundang-undangan. (Budiono, 2010)
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KRMT Tirtodiningrat menuturkan bahwa suatu tindakan hukum yang

didasari atas kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menciptakan

akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang disebut dengan

N

rel
=)
o
=)
ﬂi parkan maka dapat

e
g
o

sur-unsur tersebut

RaTATNALY

L5008
o
=}
g
o
:
~

E
-

s 3

job]

=

o

&

=

3

=

e. Dibuat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan
Uraian ataupun penjelasan dari kelima unsur ini yakni sebagaimana
berikut:

a. Kata sepakat dari kedua belah pihak atau lebih
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Maksud dari unsur ini ialah suatu perjanjian tersebut hanya bisa

muncul apabila adanya kerja sama dari dua pihak atau lebih ataupun

perjanjian yang terbentuk dari perilaku beberapa orang. (Budiono, 2010)

intent yang mana suatu hasil perundingan ditujukan guna memberi
pondasi dan memberikan struktur di perjanjian yang akan dituju oleh para

pihak. (Budiono, 2010)
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d. Akibat hukum guna kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang
lain ataupun timbal balik atas itu

Maksudnya ialah akibat hukum dari adanya sebuah perjanjian

o
%
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=
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o
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o
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=3
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S NN Y ) 5

bisa dibedakan bagian-bagiannya sebagai berikut :
a. Bagian inti (wezenlijk oordeel)

b. Bagian yang bukan inti (non wezenlijk oordeel).
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Bagian inti yaitu essensialia, lalu bagian non inti disebut naturalia dan
accindentalia. (AZ,2012)

a) Essensialia: bagian ini merupakan sifat yang harus ada dalam

n (natuur) secara
enjamin tidak ada

). (Badrulzaman,

a. Kesepakatan antara pihak yang mengikatkan diri

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
c. Suatu hal tertentu

d. Sebab yang halal (Stg, 2009)
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Keempat syarat sah diatas dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri

Syarat sah yang pertama ini merupakan syarat yang logis sebab

pasal tersebut dapat
atau sepakat harus

tanpa paksaan

Kekhilafan (dwaling) menyangkut hal-hal pokok dari yang
dijanjikan itu. Kekhilafan mengenai orangnya dinamakan error in
persona dan mengenai hakikat barangnya dinamakan error in

substantia. Paksaan dalam hal ini harus berupa paksaan rohani (bukan
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fisik) dan bukan paksaan absolut. Penipuan (bedrog) dinyatakan dalam
Pasal 1328 KUH Perdata yang dalam hal ini satu pihak dengan sengaja

memberikan keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan

awannya memberikan

",

dak mengaturnya,

=)

ﬂ" ah teori, yaitu:

Ve ‘W,

getahui  kapan

.l.

terjadi manakala

engadakan suatu

setelah kreditur mengetahui semua informasi yang berhubungan
dengan debitur.

¢) TeoriUcapan (uitingstheorie)
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Menurut teori ini landasan kata sepakat didasarkan pada
ucapan atau jawaban pihak debitur. Kata sepakat dianggap telah

terajdi pada saat debitur mengucapkan persetujuannya terhadap

gap telah terjadi
rhadap penawaran
elalui pos, maka

surat jawaban itu

mengetahui kehendak debitur.
f) TeoriPengetahuan (vernemingstheorie)
Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat

kredit mengetahui bahwa debitur telah menyatakan menerima
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penawarannya. Teori pengetahuan tampak lebih luas dari teori

penerimaan karena dalam teori pengetahuan memandang kredit

mengetahui baik secara lisan maupun tulisan.

ontrak haruslah
kum. (Stg, 2009)
a memiliki akibat

rang yang sudah

CEUTY

ah, hal ini diatur
hun 2014 tentang

004 tentang Jabatan

bl LY

‘ g Jabatan Notaris).

padal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dinyatakan
sebagai orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian ialah
diantaranya:

a. Orang-orang yang belum dewasa
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1.

b. Mereka yang diletak di bawah pengampuan

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang

Undang, dan semua semua orang yang dilarang membuat

Ketidak cakapan untuk bertindak (handeling onbekwaamheid),
yaitu orang-orang sama sekali tidak dapat membuat suatu
perbuatan hukum yang sah. Orang - orang ini disebutkan Pasal

1330 KUH Perdata.
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2. Ketidak berwenangan untuk bertindak (handeling onbevoegheid),
yaitu orang yang tidak dapat membuat suatu perbuatan hukum

tertentu dengan sah. Orang-orang ini seperti yang disebutkan

=
%

dan ditentukan
jek perjanjian ini

ang yang menjadi

Tty

VLN

4. Bisa dinilai dengan uang (Budiono, 2010)

Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari

substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata sebagai berikut :
a. Pasal 1332 KUH Perdata menerangkan:
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“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat

menjadi pokok perjanjian.”

b. Pasal 1333 KUH Perdata menerangkan :

Sl

TS ) ‘0‘

o
=4
{;’ an datang, dapat
[
w

d,, terbuka, ataupun
A
ﬂ genai warisan itu,
Vel

‘;A ng nantinya akan

sifat dan luasnya kewajiban para pihak (prestasi) dapat dilaksanakan oleh para
pihak. Bahwa “tertentu” tidak harus dalam artian gramatikal dan sempit harus

sudah ada ketika kontrak dibuat adalah dimungkinkan untuk hal atau objek
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tertentu tersebut sekadar ditentukan jenis, sedang mengenai jumlah dapat

ditentukan kemudian hari.(Hernoko, 2010)

d. Sebab yang halal

perjanjian tanpa

palsu atau yang

sebut tidak terlalu

tetapi, Pasal 1335

Dengan demikian, haruslah suatu perjanjian memenu hi keempat
syarat sah tersebut. Syarat pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif

yang artinya apabila tidak dipebuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
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Selanjutnya syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif

yang artinya apabila tidak dipenuhi maka akan batal demi hukum.

2l

7
&
#

‘"
e
o ne
.
o

undang- undang bago mereka yang membuatnya.”
Jadi dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada
umumnya suatu oerjanjian dapat dibuat secara bebas oleh masyarakat

baik itu dari segi bentuk perjanjian nya maupun isi dari perjanjian (
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tentang apa saja), dan perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat

bagi mereka yang membuatnya seperti halnya undang — undang.

Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat

hanyalah merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak yang
melakukan perjanjian dapat menyimpanginya, kecuali terhadap pasal-

pasal tertentu yang bersifat memaksa. (Miru, 2013)
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2. Azas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari

mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan

seseorang di waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad
baik dalam oengertian objektif adalah bahwa oelaksanaan suatu

perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-
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apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut didalam masyarakat.
(patrik, 1986)

Suatu perjanjian terjadi harus didasari dengan itikad baik. hal

q
nya hanya ﬁ! erikan ruang bagi

merupakan suatu
um yang mengikat
esuatu hal. Dalam
aian perkataan yang

menyanggupi  untuk

atau dapat menuntut sesuatu. (Subekti, 1992)
Asas pacta sunt servanda dapat juga disebut dengan asas
kepastian huku (kekuatan yang mengikat). Asas ini juga berkaitan

dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau
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pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh

para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang yang dibuat

oleh para pihak. Mereka yang membuat tidaklah dibolehkan

dihadapan notaris. Ada pula beberapa perjanjian yang sudah dapat
mengikat hanya dengan kesepaktan saja. Dalam praktek pada
umumnya para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat

setidak - tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris
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atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat

kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terhadap bentuk — bentuk perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian
sebagai berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik
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Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan

kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual-

beli

atu manfaat bagi

an, adalah suatu

4. Perjanjian Bernama

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama

sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut
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diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang,

berdasrkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian

khusus terdpat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII

~
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=
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= =
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-

lagi mengakibatykan beralihnya hak milik atas suatu benda dari
penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan
(konsensual) dan harus di ikuti dengan perjanjian penyerahan (

perjanjian kebendaan ).
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7. Perjanjian kebendaan ( zakelijk )

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang

epada pihak lain, yang

‘ ‘ ‘ %‘l‘“ .& @ menyerahkan

transfer).

0

\ N1V
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9. Perjanjian Riil
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Di dalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya
berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian

penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (Pasal

ini dinamakan
sual dan riil ini

njian-perjanjian

pembuktian apakah

kemudian, misalnya

13. Perjanjian Publik
Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya
dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang

bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara
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ISJI9AI

nery wejsy sej

keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan,

(subordinated) jadi tidak berada dalam kdudukan yang sama (co-

ordinated), misalnya perjnjian ikatan dinas.

ndung berbagai

ewakan kamar

d. Persyaratan menghentikan

persetujuan (Opzzegging).
Opzzeggingg bisa dikerjakan oleh kedua belah pihak ataupun salah
satu pihak saja.

e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
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f. Tujuan perjanjian sudah tercapai.

g. Berdasar pada kesepakatan para pihak. (Nurbani, 2014)

Adanya wanprestasi dalam Perjanjian

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru
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Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi,
perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu

pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu

vada ya. Tetapi bila ditinjau dari

L\

pengertian yang disebu KUH Perdata di atas,

Maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis
dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan
jenis yang sama maupun berupa uang. Barang - barang yang dipinjamkan,

haruslah dalam jumlah tertentu.
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Terkait hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena
peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam

persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).Pada waktu pengembalian, haruslah

Subjek dan Objek Perjanjiar

Subjek dalam perjanjian sama dengan subjek hukum pada umumnya.
Subjek hukum perdata dalam hukum Indonesia adalah manusia dan badan
hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir sampai pada

masa kematiannya. Namun berdasarkan Pasal 2 KUHPerdata mengatakan lagi
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bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah
dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki. Manusia sebagai

subjek hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum haruslah yang

enjalani hukum,

sehat.

sebagai subjek Q@ nkum (melakukan perbuatan hukum)
seperti manusia. ‘ an  demik badan hukum dapat melakukan
persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari
kekayaan anggota-anggotanya.

Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan

pengurus-pengurusnya. Kalau dilihat dari pendapat tersebut badan hukum
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dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan
karena: (Sudarsono, 2007)

1. Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri

*‘“
<

we Rl

yang didirikan

pentingan publik

ukum yang didirkan

yang menyangkut

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan

hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan

hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Objek
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hukum biasanya adalah benda. Jadi obyek hukum itu haruslah sesuatu yang
pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum.

Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini

ang berisi pinjam-

satu memberikan

.-Q ‘ avhabis, tentunya juga memenuhi
ketentuan hukum benda ya : : Buku II KUHPerdata, yaitu bahwa
kebendaan adalah tiap-tiap hak dan tiap-tiap barang yang dapat dikuasai

dengan hak milik (Pasal 449 KUHPerdata).
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Hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam :

a. Hak dalam Perjanjian Pinjam-meminjam:

a bimbingan dan

saha mendapatkan

dipinjamkannya, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian
(Pasal 1759 KUHPerdata). Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim
berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian

pinjamannya, ,menurut keadaan, memberikn sekedar kelonggaran kepada si
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peminjam (Pasal 1760 KUHPerdata). Kelonggaran tersebut, apabila diberikan

oleh Hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam

untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya
dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal
1763 KUHPerdata). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka hakim

berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760
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KUHPerdata yang sudah kita bicarakan diatas sewaktu kita membahas
kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika sipeminjam tidak mampu mengembalikan barang yang

ma, maka ia diwajibkan

Q\\‘ .Q i

dan tempat

lur Sukma Indri

\&"

arus dikembalikan
g itu telh diterima
bahwa pasal 1764
penunjukan tempat

telah terjadi, dalam

Alat bukti lalah segala sesuatu yang terkait dengan hubungan suatu

tindakan perbuatan,dengan mana alat — alat bukti yang itu dipergunakan sebagai
bahan pembuktian agar menciptakan rasa yakin pada hakim atas suatu kebenaran

adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak. (igbal, 2019) Alat bukti juga ada
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hubungannya dengan perbuatan, dimana adanya alat buktilah yang bisa

dipergunakan sebagai objek pembuktian untuk memunculkan rasa yakin hakim

atas kebenaran adanya tindakan keperdataan yang dilakukan para pihak. (alfitra,

dijelaskan untuk mengungkap isi hati ataupun buah ide pikiran
seseorang dan dipergunakan sebagai bentuk pembuktian.

(Makarao, 2009)
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Surat yang merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan
untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut

bentuknya alat bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis lagi, yaitu

s
=)
B
B
s
=]
(S

Surat akta

LN RN waneeeed

C

W

ditandatanga rbuat ‘untuk dipakai sebagai bukti dan untuk
dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat (Teguh
Samudra, 1992 : 37). Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahvva akta
adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang

menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula
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dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan

sebagai akta, maka surat harus ditandatangani, hal itu sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

alam suatu akta adalah

dimaksud dengan akta
diberi wewenang
entuan yang telah
ntuan dari yang

akan untuk dimuat

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli
warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu
tentang segala hal vang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang

tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang
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tersebut kemudian Itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung

berhubungan dengan pokok dalam akta itu. (Juanda, 2016)

Atas dasar dari pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur

oleh Kepala KUA (tanpa menyebutkan sebagai Kepala PPN), maka
surat nikah itu tidak bisa dikatakan Akta Nikah Otentik sebab Kepala
KUA saja bukanlah pejabat yang berwenang yang membuat dan

mengeluarkan Akta Nikah bagi yang beragama Islam. Surat jual beli
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tanah yang dibuat oleh Camat tanpa menyebutkan ia sebagai PPAT

maka surat jual beli tanah tersebut bukanlah akta otentik.

Sebuah akta otentik yaitu yang dibuat dengan bentuk yang

yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban
pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa
yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu

perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak
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orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau
adanya kejadian itu. (R.soesilo, 1989) Ini berarti dapat ditarik

kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus

san mempunyai

KA &

\
<
ped

sebab terdapat kaitan dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang —
Undang Hukum Perdata yang menuturkan bahwa : “ Suatu akta otentik

adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
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oleh undang — undang oleh atau hadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu, ditempat di mana itu dibuat.”

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna,

Perdata. Akta otentik

apat dalam suatu
uatan pembuktian
salah satu kekuatan
engakibatkan suatu
‘a pembuktian yang

sehingga akta akan

1. Kedudukan pembuktian formal yaitu bahwa kedua belah pihak
benarbenar sudah menerangan di muka notaris apa yang telah tertulis

di dalam akta itu.

71



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

2. Kekuatan pembutian material yaitu bahwa apa yang telah
diterangkan oleh kedua pihak di muka notaris dan tertulis dalam akta

itu, memang benar-benar terjadi atau dalam kata-kata lain bahwa

pukti lawan yang
lawan mengakui
1 akta, akan tetapi ia
erjanjian itu sudah tidak

dapat melumpuhkan

dapat membuktikan

Akta di bawah tangan atau akta bukan otentik ialah segala tulisan
yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat

di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya
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pun tidaklah terikat kepada bentuk tertentu. Dengan demikian, akta
selain otentik semuanya termasuk akta di bawah tangan. Misalnya

surat jual beli tanah yang dibuat oleh kedua belah pihak, sekalipun di

pejabat yang

- .
ﬁ ah Notaris dan
.-
=
W
EF — inya bebas, akan
' % ah pihak, seperti
g g p » S€p
- E nda tangan yang
E E. nenandatanganinya
< = |
e = ngan akta otentik,
5 = . |
— otentik.(R.subekti,
2 2

=
T 2
:”T = , bagi pihak ketiga dan

;
E . bawah tangan tadi hanya
E bagi ahli warisnya dan bagi orang
=~}
=

yang memperoleh hak daripadanya, tidak untuk pihak ketiga dan
semua orang lainnya.

Syarat-syarat alat bukti tulisan :
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Syarat formil bukti akta otentik bersifat partai yang dibuat oleh
para pihak di hadapan pejabat:

a) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang menurut

n.para penghadap;

an penandatanganan

b) Menyebut identitas, tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun
pembuatan akta;
c) Bentuk akta dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

74



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

Adapun syarat materiil bukti akta otentik:
a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak;

b) Berisi keterangan perbuatan atau hubungan hukum,;

N
““

D>

r

v
%

dibuktikan oleh

palsu atau cacat;

dengan kenyataan

‘\\\\\\\

N

c) Alat bukti yang dapat diajukan lawan untuk melumpuhkan

alat bukti akta otentik dapat berupa alat bukti apa saja
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seperti, akta otentik, akta di bawah tangan, saksi,
persangkaan dan sumpabh.

d) Bukti otentik mengandung cacat jika akta tersebut tidak

’
%

>
r
=

‘\\\\\\\“‘

N

e) Bermaterai.
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Syarat materiil bukti akta di bawah tangan yang bersifat partai:
a) Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan

berisi persetujuan mengenai perbuatan hukum (contoh:

ng erahan barang) atau

a1 SIS Mo W,

’
%

sifat sepihak:

‘\\\\\\\\\““‘

s iy disay ye[epe w1 udswnyo(
ot
=
S
e
=
z
=
£
E
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hukum (contoh: sewa menyewa).

b) Sengaja dibuat sebagai alat bukti.
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Kekuatan hukum bukti akta di bawah tangan :
a) Isi yang tercantum dalam akta dianggap benar.

b) Memiliki daya memikat kepada ahli waris dan orang yang

i bawah tangan

ngan/kesaksian di

ahui, lihat sendiri,

pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar
keterangan pi hak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang

bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktek tidak

ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan
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karena terutama dalam suasana Hukum Adat/ Masyarakat Adat dalam
melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan.

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan

apa yang telah dilihat, didengar dan dialami, keterangan-keterangan ini
semata-mata bersifat obyektif. (Sasangka, 2005)

Sudikno mertokusumo menurutkan “Kesaksian adalah

kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang
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peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan

dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara,

yang dipanggil di persidangan. (Sasangka, 2005)

dan pribadi di

tidak diwakilkan

gai saksi dan dapat
r dalam pasal 172

asal 1909 dan Pasal

c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya

terang atau sehat.
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Orang-orang yang bisa meminta dibebaskan untuk memberi
kesaksian yaitu :

a. Saudara laki-laki dan perempuan serta laki-laki dan

dari saudara

dari salah satu

1 atau jabatannya
ia, tetapi semata-
ercayakan kepada

misalnya dokter,

3. Persangkaan
Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang

dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa
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yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu
peristiwa yang belum terbukti.

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu

‘ ersangkaan, memang hal
‘-I“ .’@ . \enurut Subekti
@ aksi harus juga
o

yersangkaan saja.
15 Kitab Undang-

persangkaan adalah

LR

Kekuatan pembuktian persangkaan adalah sebagaimana dikemukakan
oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa pembuktian dengan
persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada

kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap
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persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti

yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-

undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang
telah dianggap terbukti, lalu peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa

yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim
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maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim, jika yang menarik

kesimpulan tersebut undang undang maka dinamakan persangkaan undang-

undang (Sutantio, 1997)

membuktikannya. (R.subekti, 1997)
Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan
pengakuan, maka kita harus mencarinya dalam doktrin seperti yang

dikemukakan A. Pitlo sebagai berikut pengakuan adalah keterangan sepihak
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dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang
dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh

pihak lawan. (Samudra, 1992)

“?1‘@

AL

N

Perdata bersifat menentukan dan tidak memungkinkan bukti lawan. Hal itu
berarti bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu adalah
benar meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar, akan tetapi

dengan adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil dalil
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itu harus dikabulkan. Sedangkan pengakuan yang dilakukan diluar sidang
adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara

perdata diluar sidang untuk membenarkan pernyataan pernyataan dalil-dalil

lisan dan tulisan.

“pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak
baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak
dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau

sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh
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lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak
perlu lagi”. (Mertokusumo, 2010)

Jadi pengakuan merupakan keterangan oleh salah satu pihak yang
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diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan
mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya
bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak

benar akan dihukum oleh-Nya.
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Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang

diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan

mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya

sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk

meneguhkan (confirm) suatu peristiwa.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

peristiwa antara pihak berja akat untuk melakukan sesuatu hal atas
suatu sebab tertentu yang memberi keuntungan dan memudahkan masing —

masing pihak.

Dalam mencapai sesuatu keinginan untuk hidupnya manusia sering dan

kerap melakukan kerjasama yang mana mereka kerap saling memberi bantuan
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atau tolong menolong. Perjanjian hadir di hubungan manusia sebab adanya
kepentingan di masing — masing pihak melakukan untuk membuat suatu tujuan

yang disepakati.

lainnya

dasar kein

mana dizaman saat ini uang sangat diperlukan disemua kalangan manusia atau
masyarakat. Perjanjian pinjam meminjam uang membentuk suatu bagian

perikatan yang mana tujuannya mengikat dan mangandung janji atau
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kesanggupan yang telah disepakati dalam pola wujud tulisan yang dilengkapi

dengan persetujuan pihak yang bersangkutan.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Tiga Belas Buku Ke tiga Kitab U g — Undang Hukum Perdata. Sebab karena
sering dikaukan hal ini maka secara hukum telah diatur mengnai hal — hal

berkaitan dengan perjanjian terkhusus masuk juga pengaturan perjanjian pinjam

meminjam uang.
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Dalam Kitab Undang — Undang Hukum Perdata pasal 1754 menuturkan
bahwasannya “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lainnya sesuatu jumlah barang tertentu barang —

barang yang b emakaian deng a pihak yang belakangan

e ISR
s Y
o

daan yang sama

yang disebut sebagai kreditur pada data ini an. Sri Hayati. Yang mana dalam
kenyataannya para pihak melakukan perjanjian dengan kesepakatan yang
memunculkan adanya perikatan dengan munculnya perbuatan hukum atas

kesepakatan mereka. Dari perjanjian tersebut para pihak melakukan perjanjian

pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak pertama yang meminjam uang
92



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

kepada pihak kedua, atas dasar perjanjian yang mereka lakukan maka mereka
membuat surat pernyataan sebagai dasar adanya atau timbulnya kesepakatan yang

menjadi dasar hak serta kewajiban masing — masing pihak untuk melaksanakan

myataan yang mana

dan selanjutnya
terdapa epada pihak kedua
sebesar tuk modal usaha
dagang elanjutnya terdapat
kesepaka perjanjian yang

dinyatak : : ngkapi tanda tangan

kesepakatan dan rasa saling pe yang kemudian di tuangkan dalam sebuah
surat tertulis yang mereka perbuat dengan keterangan yang menjelaskan kegiatan

perjanjian yang terjadi dengan mereka sepakati sebagai surat pernyataan atas

tindakan perbuatan hukum yang mana surat tersebut menjadi bukti bahwa mereka
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telah mengikatkan diri atas suatau kesepakatan pinjam meminjam uang dan

memegang surat pernyataan sebagai dasar yang kuat.

Jadi dengan.terjadinya perjanjian yang demikian dikalangan masyarakat

SRS S ",
f-

meneliti bagaimana

orang pihak untuk
atu pada dirinya yang

 atas kelengkapan

peristiwa yang mendasari hak dan kewajiban dalam kesepakatan perjanjian dan
menjadi bukti sejak mereka membuat perjanjian serta di bubuhi tanda tangan para

pihak dan materai.

94



Selanjutnya penulis menjelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat dua

bentuk surat tertulis yang dapat di jadikan bukti atas suatu perjanjian :

1) Surat merupakan akta

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai
dimaksud atau karena suatu cacat dalam bentuknya,tidak dapat diberlakukan
sebagai akta otentik,namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan din

bawah tangan jika ia ditanda tangngani oleh para pihak”
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Dalam hal surat merupakan akta dibagi menjadi dua :

1) Akta otentik (AO)

V7]
o
&
l

ﬁ ya yang ditentukan

membuat perjanjian tanpa partisipasi pejabat yang berwenang
seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dan jual beli di sebut

akta diawah tangan (R.Soeroso, 2010)
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Akta di bawah tangan atau bukan akta otentik merupakan seluruh

tulisan yang dengan secara sengaja dibikin agar dijadikan sebuah

bukti tetapi tidak dibuat di hadapan oatau dumuka pejabat yang

dalam klasifikasi akta dibawah tangan yang mana dalam perjanjian dapat

dilakukan pernyataan perjanjian di dalam akta dibawah tangan yang tersebut.

Dengan mana sudah diatur terkait ketentuan azas — azas dalam
perjanjian salah satunya azas kebebasan berkontrak. Yang dipahami dari pasal
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1338 Kitab Undang — Undang Hukum Perdata “Semua persetujuan yang

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang — Undang bagi mereka yang

membuatnya”.

seperti apa.

1 penulis memahami

kta otentik atau akta di

perjanjian tersebut harus memenuhi atau terpenuhinya keabsahan perjanjian

ya itu:

1. Sepakat

2. Cakap
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3. Hal tertentu

4. Hal yang halal

bagai Alat Bukti

kum Perdata

satu sana le a tidal la [ jlan yang tujuannya

untuk meme 1rass Iu' h gperti perjanjian pinjam

perjanjian.

Surat perjanjian sering di buat dalam kehidupan masyarakat ketika sedang
melakukan hubungan timbal balik antara pihak pihak yang bersangkutan. Surat

perjanjian pada perjanjian tentunya merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan
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saat terjadinya perjanjian antara meraka yang sepakat sebagai wujud pembuktian
untuk menjadi dasar perjanjian para pihak. Dalam hal perjanjian itu sendiri dapat

diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau dengan pihak

tangan para pihak

sebab masyarakat

sehingga hanya bedasarkan kebu para pihak yang membuat. Dalam hal ini
perjanjian yang saya teliti para pihak melakukan perjanjian yang mereka sepakati
perjanjian pinjam meminjam uang yang kemudian mereka membuat surat bukti

perjanjian mereka dengan menyatakan surat pernyataan tersebut sebagai akta

perjanjian di bawah tangan mereka.
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Akta di bawah tangan pembuktiannya hanya dapat terjadi di antara mereka
yang melakukan suatau kegitan hukum. Sehingga apabila pihak yang sangkutan

tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya serta keberadaan surat tersebut
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undang — undang.

Q @ ‘ ksud, i sebagai pejabat umum yang
L\ N

menjalankan profesi dala asa hukum kepada masyarakat, perlu
mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum bagi

kedua pihak yang bersangkutan.

Sehingga dengan penelitian ini dapat kita lihat dan pahami pada Buku IV

Kitab Undang — Undang Hukum Perdata tentang pembuktin dan pada pasal
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1874,1874a,1880 yang mana menyatakan bahwasannya akta di bawah tangan
perlu dilegalisasi dan pendaftaran yang terdapat dalam buku khusus yng tersedia

oleh notaris. Akan terjadinya hal dalam contoh surat perjanjian yang peneliti

. Alat bukti persang

4. Alat bukti pengakuan

5. Dan alat bukti sumpah.
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Untuk itu alat bukti tulisan menjadi hal yang utama sehingga akta di
bawah tangan menjadi bagian dari alat bukti selain akta otentik. Alat bukti

tulisan segala sesuatu yng memuat tanda —tanda bacaan yang bisa di mengerti

ibkan secara tegas
ahli warisnya atau

up jika mereka

terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut.
Akta di bawah tangan bisa diakui sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta
tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut
oleh para pihak yang berkepentingan maka pembuktiannya harus didukung

dengan bukti lain dihadapan hakimpengadilan. (Eunice, 2019)
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Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1877 Kitab Undang — Undang
Hukum Perdata “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya,ataupun

jika para ahli waris atau orang —orang yang mendapat hak dari padanya tidak

Dengan terdapatnya kekhususar aksudnya ialah bahwa apabila ketentuannya
tidak terpenuhi maka akta di bawah tangan hanya sebagai suatu permulaan
pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian ini menurut Pasal 1902 Kitab
Undang — Undang Hukum Perdata ialah segala akta tertulis yang berasal dari

orang kepada siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang mewakili olehnya,
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dan yang memberikan persangkaan tentang benernya peristiwa — peristiwa yang

dimajukan oleh seorang.

adanya

ini perj

' 4
I §
4
o
fau

pun perjanjian yang

bukti lainnya. Sebab contoh perkara ini kita temukan di masyarakat yang mana
mereka mengagungkan surat pernyataan yang menjadi dasar. Dalam hal surat
pernyataan yang di pahami bahwa ialah surat pernyataan sepihak maka prinsip

tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun.
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Dikarenakan yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum ialah
akta otentik dan akta di bawah tangan seperti surat perjanjian pinjam meminjam
yang dibuat oleh pihak an. Sri hayati dan an. Linda Musnita. Namun jika dibahas
terkait kedu aan n tidak termasuk akta
melai u 1al kuan sepihak

yang ckurang f@ﬂml apkan keaslian dan
e A

isinya iri sendiri yang

memb e in.

- densi Mahkamah

Agung . fan o 1':1kov enyatakan “Surat
pernyat ng merupal 5 5 T Fa = orang — orang yang
memberi nt g empunyai kekuatan
pembukti A gﬁ dengan kesaksian.”
(Mahkama A
- »
Sehing r apat di analisis dalam
perkembangan manu mengenai hubungan perjanjian
yang telah diatur di dalam Ki ng — Undang Hukum Perdata, sehingga

untuk menjalankan suatu hubungan hukum yang memiliki hak serta kewajiban
dari para pihak dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang maka surat
perjanjian sebagai akta perjanjian harus dibuat secara aturan hukum perdata yang

benar dan baik.
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Sebab jika terjadi hal yang sama demikian dengan contoh perbuatan
hukum yang penulis ambil akibat dari kurangnya memahaman dan masih saling

mengutamakan rasa kepercayaan menyebabkan pihak yang berangkutan

nRRY AR AN
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Perdata, : 1 me : ang telah dibuat dan

perjanjian apalag i ' an yang telah di tetapkan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

asil penelitian,

janjian memiliki
perjanjian dapat

asalkan memenuhi

pelengkap dalam pembuktian. Namun surat pernyataan yang dibuat
dengan ditanda tangani kedua pihak ini disebut tulisan dibawah tangan
yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti tulisan jika keberadaan

surat tersebut diakui dan tidak ada yang mengikari hal yang dituliskan
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didalamnya,serta para pihak yang bersangkutan dapat di hadirkan

untuk menyatakan hal yang sebenarnya sesuai dengan surat yang

dibuat. Dengan demikian tidak diakuinya tulisan dibawah tangan ini

problematika yang sulit dan merugikan jika dilaksakan sesuai aturan
hukum. Perjanjian pinjam meminjam uang harus didasari dengan

surat pernyataan yang dibuat berdasarkan akta perjanjian dengan
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memenuhi syarat sah perjanjian 1320 Kitab undang — undang Hukum

Perdata.

J

ubungan hukum

yang mana pihak

TS AL
-‘““:'? .

110



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

S
|
@

&
[
5
o

L g "
"
vV §

Kenotariatan. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.

Gatot Supramono, S. (2013). Perjanjian Utang Piutang him.7. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

111



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

Herlien.Budiono. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di

Bidang Kenotariatan hlm.45. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hernoko, A. Y. (2010)s, Hukum Perjanjian Asas Preporsionalitas Dalam Kontrak

Hs, S. (20 / ntrak, Tec ey 1St ontrak. Jakarta: Sinar

—
w2
a8
=.
e

~
—
N}

-
—
“athita

Y @
<

Khairandi, R. (2004). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta: Universitas

Indonesia.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Makarao, M. T. (2009). Pokok- pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta .

112



~
=]
H
o]
=
-
£
e
& Z
£ 5
= g
=)
= 5
-an-
o =
2 =
-
& 5
o
=
» Z
E‘:
Ei‘"
ﬂi
=

Meliala, Q. S. (1998). Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya.

Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indomesia. Yogyakarta: Universitas

Patrik, P. (1986). Azas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian. Bandung:

Badan Penerbit Undip.

Prinst, D. (1996). Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata . Bandung:

Pt Citra Aditya Bakti.

113



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Prodjodikoro, R. (1993). Azas - Azas Hukum Perjanjian. Bandung: Sumur.

. (2000). 4sas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju.

—— . (1992). Aneka Perjanjian. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.

—_— . (1997). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.

.(2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

114



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Rambe, R. (2010). Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.

Riadi, E. (2010). Hukum Acara Peradilan Agama. Makalah Disampaikan Dalam

Acara Orientasi~Pekanbaru: Pta Pekanbaru.

Riawan Tj anganan Perkara
3andung: Alumni

Santoso, L.

Sasangka, Untuk Mahasiswa

Sinungan, M. (1990 QQ ‘
(t)

Soekanto, S. (1981). Penganta am . Ul Press, 43.

Sofwan, S. S. (1980). Hukum Perutangan Bagian A. seksi hukum perdata Fakultas

Hukum Uliniversitas Gajah Mada, 4.

Stg, B. A. (2009). 60 Contoh Perjanjian (Kontrak). Jakarta: Pt.Buku Kita.

115



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog
N dis1y yejepE ul udmnjoq

Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Jakarta: Riena Cipta.

Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus. In Suharnoko,

ian: Teori Dan Analisa Kasus (p. hlm 3). Jakarta: kencana.

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. Uir Law

Review Vol.02 No. 02, 397.

Admiral. (2019). Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian

Sengketa Di Luar Pengadilan. Kodifikasi Vol.1 No.1, 129.

116



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

Rahdiansyah. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Modal antara

BUMN Kepada Usaha Mikro Kecil. Uir Law Review Vol.02 No.01, 321.

Palit, R. C. (2015). Kekuatan Akta di Bawah Tamgan Sebagai Alat Bukti. Lex

=
o
w2
1)
=
=)
o
o
g\

adap Penyelesaian

AN

ang Membatalkan Akta

.. N

Fernando, Kobis.(2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Ac ara

Perdata.Lex Crimen Voll.6 No.5,23.

117



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

D. INTERNET

Falihulldhhar. Syarat Sah Perjanjian. http://pengadaan.web.id, diakses pada sabtu

118



